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PENETAPAN
Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.RTG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

I |

YUSUF SAMSUN BIN M. JANTO, umur 54, agama Islam, Pendidika

SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rondon RT.01 RW. 03 Desa Lencur
Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon

MARWIA BINTI DANIEL DURA, umur 45, agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga apat-tinggal di Rondon RT.01 RW. 03 Desa Lencur
Kecamatan Lamba LedalMan , Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon
I1”;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September
2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register
Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.RTG mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan
pernikahan secara sfyari at Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di Rumah Imam Masjid
Bapak ARSAD SAPEyangtermmasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lamba Leda, dengan wali nikah tidak ada bernama: ARSAD SAPE,
deerupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar
Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan
langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang
diantaranya masing-masing bernama: ARSAD HUSEN dan JAMALUDIN
MURTALA; |
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka

dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;------

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda
dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat

menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. SALIMA TAUFIK BINTI YUSUF SAMSUN
2. ASMI PARAMITA BINTI YUSUF SAMSUN

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap

beragama Islam;
6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa
sesuai dengan syari’at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak
mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, oleh karenanya Pemohon I
dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng,
agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15
Juli 1990 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon

I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya

mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);---------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan para
Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  yang

dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba
Leda;

3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya
Perkara ;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah
datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan

Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya
memberikan isin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma

(prodeo);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa surat keterangan ekonomi lemah yang ditandatangani
oleh kepala Desa Lencur nomor : 500/05/IX/2012 tanggal 22 September 2012, selain
bukti surat para Pemohon mengahadirkan pula dua orang saksi dibawah sumpah telah

memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

I |

ARSAD bin HUSEN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat
kediaman di Kampung Nangarema, Dusun Watun Caru, Desa Ajuwangi, Kecamatan
Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku tetangga dengan para Pemohon
di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama
Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan
menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya
sebagai berikut :

e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena
bertetangga

dekat;

e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah

yang telah menkiah secara syari’at agama islam pada tahun
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Bahwa akad nikah Pemwhon II dilaksanakan di rumah imam masjid
Bapak ARSAD SAPE yang menjadi ini ya adalah Imam masjid bernama
bapak ARSAD SAPE:

Bahwa maskawin pemohon II adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dibayar tunai:
. LW

Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah ARSAD HUSEN
dan JAMALUDIN MURTALA,;
e Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32

tahun sedang Pemohon II berstatus perawan usianya saksi

e Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak yang keberatan
dengan pernikahan para Pemohon
tersebut:

. [ ]

Bahwa p@nohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama SALIMA dan ASMI
dan selama itu pula para Pemohon hidup rukun dan harmonis:----------

e Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk

mendapatkan akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang

db -1 lear T+ " A
1 TIRAIT SARST T TCTISTUUL,

2. [IMUSTAMIN HUSEN bin IDRIS{ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di Dusun Wae Buang, Desa Lencur, Kecamatan Lamba
Leda, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai tetangga para Pemohon,
di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama

Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan
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menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada

pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena masih tetangga :

Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang

dilaksanakan secara syari’at Islam padaftahu S yang dilaksanakan di rumah
Imam masjid Bapak ARSAD SAPE, yai jadi inikah pemohon II adalah

Bapak ARSAD SAPE;
e Bahwa maskawin LE@mehe-n—I-I—l;lempa uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu

rupiah);

e Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32

tahun dan Pemohon II Dberstatus perawan dalam usia 33

tahun;
e Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup
rukun-rukun saja sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang

anak;

e Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada
pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan
pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang

e Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak
ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para

pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon
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tetap beragama Islam sampai

sekarang;
e Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah

untuk mendapatkan surat nikah dan mengurus Akta Kelahiran

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang

diberikan saksi II tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan

sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal

ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada

pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon
datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula
meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi;
Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang
pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam tahun

1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat

diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan

yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 15 Juli 1990
di rumah Imam masjid dengan wali nikah Bapak mcﬁm disaksikan oleh
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dua orang yaitu adalah ARSAD HUSEN dan JAMALUDIN MURTALA dinyatakan
sah oleh pengadilan;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

e Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli

e Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan

tata cara pernikah menurut syari’at

Islam?
e Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan
perkawinan?----
e Apakah benar para Pemohon termasuk warga negara yang tidak

mampu, sehingga tidak mampu membayar biaya

perkara?

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan alat bukti

surat berupa surat keterangan tidak mampu yang menerangkan bahwa para Pemohon
benar-benar berdomiaili di Desa tersebut dan saksi-saksi yang diajukan para
Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya
membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat

disimpulkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikannya sesuai syariat
Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di rumah rumah Imam njasjid dengan wali nikah
Imam masjid bernama ARSAD SAPE, d%l berupa uang sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab gqabul antara pemohon I dan
Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah

2 (dua) orang yang bernama ARSAD HUSEN dan JAMALUDIN
MURTALA;
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¢  Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32

tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam wusia 33

tahun;
e  Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku;----------------

Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaiman layaknya suami
istri dan tetah-dikaruntar2-or ang attak-bermana:

1. SALIMA TAUFIK binti YUSUF HUSEN

2 ASMIPARAMITA binti YUSUE SAMSUN

e Bahwa para Pemohon termasuk keluarga prasejahtera yang sehari-

harinya hidup sebagai petani dengan penghasilan tidak

menentu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar para Pemohon telah menikah padla tanggal 15 Juli 1990 di Lamba Leda
rumah orang Imam mgm:EAD SAPE, dinikahkan oleh Imam masjid
bernama ARSAD SA amba Leda, disaksikann oleh dua orang saksi

yaitu (1) ARSAD HUSEN d IN MUR 3 i
mahar berupa uang sebesar Rp—0-000; uh ribu rupiah)

tunai:

e Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara

pernikahan dengan syari’at

Islam:

e Bahwa ketiika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka
dalam usia 32 tahun demikian pula Pemohon II berstatus perawan
dalam usia 33 tahun, dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena

tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan
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karena sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana
diatur didalam Pasal 8 KHI tahun 1991:--------------——-

e Bahwa benar para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara
dikarenakan para Pemohon dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan
dengan surat keterangan tidak mampu para

Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah
terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab I'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang
perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan
pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya
seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'anah at-Thalibin 1V : 254)
Menimbang, bahwa dalam kaidah fighiyyah yang selanjutnya diambil alih

pula sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut :

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada

apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah
diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1946 jo. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 huruf
(e) dan pasal 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan
larangan perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah
mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan
para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada
para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Kecamatan Lamba

Leda;

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara
Cuma-Cuma (prodeo) (vide : Putusan Sela Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.RTG
Tanggal 25 September 2012), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara

melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2012;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak
turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon; | |
2.

Menetapkan sahnya perkawlinan Pemohon I (YUSUF SAMSUN bin M. JANTO )

dengan Pemohon II (MARWIA binti DANIEL DURA ) yang dilangsungkan pada
tanggal 15 Juli 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan
Lamba Leda;
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3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinanya pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba

Leda;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
dibebankan kepada

Negara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lamba Leda, pada hari Selasa tanggal
25 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulgaidah 1433 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng dengan susunan Drs.
HASBI, MH. sebagai Ketua Majelis dan ANDRIYANTI, S.HI. serta RAJIMAN,
S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Majelis Hakim tersebut dan didampingi MUHAMMAD NUR RATULLOLI, S.HI

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. HASBI, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

ANDRIYANTI, S.HI. RAJIMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MUHAMAD NUR RATULOLI, S.HI.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran  : Rp. 00,-

2. Biaya Proses :Rp. 00,-
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3. Biaya Panggilan : Rp. 00.-

4. Biaya Redaksi :Rp. 00,-

5. Biaya Materai :Rp. 6.000.00,-
Jumlah Rp. 6.000.00,- (enam ribu rupiah)
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Ketua Majelis
ttd
Drs. HASBI, MH.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd ttd
ANDRIYANTI, S.HI. RAJIMAN, S.HIL

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMAD NUR RATULOLI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran  : Rp. 00,-
2. Biaya Proses :Rp. 00,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 00,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 00,-
5. Biaya Materai :Rp.  6.000.00,-
Jumlah Rp. 6.000.00,- (enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RUTENG
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INSANI MIRATILAH INDA SELA, S.Ag.
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